
 
 
 
 
 
 

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH 
 

NOMOR  6  TAHUN 2004 
 

TENTANG 
 

RENCANA KERJA PEMERINTAH ( RKP) 
 PROPINSI JAWA TENGAH  

TAHUN 2005 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

GUBERNUR JAWA TENGAH 
 

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 
17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara juncties 
Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang 
Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan 
ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Propinsi Jawa 
Tengah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis 
(RENSTRA) Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2008, 
perlu menetapkan Rencana Tahunan Daerah yang 
selanjutnya disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah  
(RKP) Propinsi Jawa Tengah Tahun 2005 dengan 
Peraturan Daerah. 

 
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang  

Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ; 
 

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang  
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3839) ; 

 

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 

 

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang 
Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 
2000-2004 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 
206) ; 
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5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4286) ; 

 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang 
Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi 
Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 
2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3952) ; 

 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000, 
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 
2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4021) ; 

 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 
tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 
Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4022) ; 

 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 
tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban 
Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi Dan 
Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 
Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3952) ; 

 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 
tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027) ; 

 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang 
Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara 
Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4095) ; 

 

12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang 
Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan 
Dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan 
Peraturan Pemerintah Dan Rancangan Keputusan 
Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ; 

 

13. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 
Tahun 2003 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) 
Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2008 (Lembaran 
Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 
109) ; 
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